Menimbang

Mengingat

SALINAN

WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.9/539 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI ALIH FUNGSI LAHAN
PADA KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
UNTUK SEKOLAH RAKYAT KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG,

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Intruksi Presiden Nomor 8
Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan
Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem,
Pemerintah Kota Semarang telah menyediakan lahan untuk
program Sekolah Rakyat di wilayah Kota Semarang;

b. bahwa sehubungan dengan sebagian lahan sebagaimana
dimaksud huruf a berada pada Kawasan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (KP2B), maka perlu dilakukan alih fungsi lahan
dimaksud;

c. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan alih fungsi lahan
pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu
dibentuk Tim Verifikasi dengan melibatkan stakeholder terkait;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka
perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang
Pembentukan Tim Verifikasi Alih Fungsi Lahan pada Kawasan
Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk Sekolah
Rakyat Kota Semarang;

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa
Jogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentan Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);



10.

Undang-Undang No 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2009, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentan Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomr 6801);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan
Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5235);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentan Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41);

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentan Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten
Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan
Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya
Tingkat II dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3097);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan
Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
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Memperhatikan :

Menetapkan
KESATU

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tanbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142
Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang
Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016
tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 112);
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota
Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor
114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan
Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Semarang Nomor 158);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024
tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah
terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta
Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi
Perubahan Penggunaan Tanah dan Lahan Sawah yang
Dilindungi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 116);

Intruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi
Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan
Kemiskinan Ekstrem,;

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Verifikasi Alih Fungsi Lahan pada Kawasan
Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk Sekolah
Rakyat Kota Semarang, dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



KEDUA :  Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai
tugas sebagai berikut:

a. memastikan bahwa lahan yang dialihfungsikan memiliki
kepemilikan yang sah dan tidak ada sengketa atau klaim
hak dari pihak lain;

b. melakukan perencanaan dan penentuan penggunaan
lahan yang berbeda dari fungsi awalnya;

c. melakukan sinkronisasi data rencana alih fungsi lahan
yang telah diverifikasi dari berbagai sumber untuk
memastikan keakuratan dan konsistensi data lahan yang
dialihfungsikan;

d. merencanakan penyediaan lahan pengganti terhadap
lahan yang dialihfungsikan dan mengusulkannya kepada
Lembaga yang berwenang;

e. melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait dengan
rencana alih fungsi lahan dan penyediaan lahan pengganti;
dan

f. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan alih fungsi
lahan untuk Sekolah Rakyat dan penyediaan lahan
pengganti.

KETIGA :  Dalam menjalankan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU bertanggungiawab dan melaporkan hasilnya
kepada Wali Kota Semarang.

KELIMA :  Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Semarang.

KEENAM :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Juni 2025

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN disampaikan kepada Yth:

Wakil Wali Kota Semarang;

Sekretaris Daerah Kota Semarang;

Asisten Pemerintahan Setda Kota Semarang;

Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
Asisten Administrasi Umum Setda Kota Semarang;

Inspektur Kota Semarang;

Kepala Dinas Sosial Kota Semarang

Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;

Anggota Tim Verifikasi vang bersangkutan.
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Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.9/539 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI ALIH
FUNGSI LAHAN PADA KAWASAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN UNTUK
SEKOLAH RAKYAT KOTA SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI ALIH FUNGSI LAHAN
PADA KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
UNTUK SEKOLAH RAKYAT KOTA SEMARANG

KEDUDUKAN
NO JABATAN DALAM DINAS
DALAM TIM
1 | Sekretaris Daerah Kota Semarang Ketua
5 Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Wakil Ketua
Semarang
3 | Kepala Dinas Sosial Kota Semarang Sekretaris
4 | Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Anggota
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
S Anggota
Anggota Semarang
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
6 Anggota
Kota Semarang
7 | Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Anggota
8 | Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang Anggota
9 | Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Anggota
10 | Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang Anggota
11 Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Anggota
Semarang
12 | Camat Tembalang Anggota
13 | Lurah Rowosari Kecamatan Tembalang Anggota
WALI KOTA SEMARANG,
ttd
Salinan sesuai dengan aslinya AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI
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